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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU

Menimbang

PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kebijakan impor keramik serta untuk mendukung
pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan
post border, perlu melakukan beberapa perubahan
terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor Keramik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan  Ketiga
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2007 tentang  Verifikasi  atau

Penelusuran Teknis Impor Keramik;
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Mengingat

Menetapkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor Keramik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1228);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka  Pengenal
Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1516);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2007);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan
Perizinan di Bidang Perdagangan secara Online dan Tanda
Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Impor Keramik sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/11/2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran
Teknis Impor Keramik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 1228), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keramik adalah produk hasil olahan dari bahan
galian non logam melalui proses pembakaran yang
termasuk dalam Bab 69 dalam Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang.

2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke
dalam daerah pabean.

3. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah
penelitian dan pemeriksaan barang impor yang
dilakukan oleh surveyor.

4. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat
otorisasi untuk  melakukan  verifikasi atau
penelusuran teknis barang Impor.

5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas
barang yang sepenuhnya berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

7. Direktur Jenderal adalah  Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
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